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LAMPIRAN 1 HASIL WAWANCARA 

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI 

KABUPATEN LUWU TIMUR 

 

 

 
DAFTAR PERTANYAAN 

1. ANALISA STRENGHT (KEKUATAN) 

Apa yang menjadi kekuatan atau kemampuan pemerintah dalam upaya 

meningkatkan PAD? 

a. “Terdapat beberapa hal yang bisa menjadi kekuatan kami dalam hal 

penerimaan PAD yaitu karena adanya peraturan daerah yang mengatur 

khususnya kasus pajak. Kemudian adanya dukungan dari sarana dan 

prasarana dalam melakukan penerimaan. Selain itu adanya dukungan dari 

petugas yang profesional sangat membantu kami dalam usaha menerima 

dan mengelola penerimaan dari pajak daerah dan retribusi serta 

penerimaan-penerimaan lainnya" (Kepala Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022)” 

b. "Kekuatan dan potensi yang kami miliki dalam usaha penerimaan PAD di 

sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan 

penerimaan dari hasil lainnya adalah karena adanya dukungan dari 

pemerintah berupa sarana dan prasarana, tenaga pengelola yang 

profesional serta adanya pengawasan dari pemerintah. Dengan adanya 

ketiga hal tersebut penerimaan PAD dari berbagai sektor yang ada di 

daerah kami dapat dilaksanakan secara maksimal dengan harapan dapat 

memberikan masukan yang lebih untuk peningkatan PAD di Kabupaten 
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Luwu Timur. Hal lain yang dapat di lakukan yaitu Penyederhanaan 

tahapan birokrasi serta peningkatan layanan online dalam hal pembayaran 

pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan; Mengadakan 

Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah, Melatih Pengelola Data 

Elekronik (PDE); Melatih operator untuk mengoperasikan menu-menu 

tampilan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.”(Pegawai Badan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022 ) 

c. “Untuk memperoleh PAD dari berbagai macam sektor yang ada di 

Kabupaten Luwu Timur, faktor regulasi yang mengatur besaran dan 

mekanisme pajak, retribusi  dan jenis pembayaran lainnya sangat 

membantu untuk memperoleh dan mempermudah administrasi. Secara 

khusus, pembayar pajak dan pungutan yang nakal dapat dihukum 

berat. Kami menghargai petugas lapangan yang bekerja sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka harus mendapatkan 

imbalan yang layak”. (Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, 22 

Agustus 2022) 

d. Semua pembayaran yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh 

daerah atau PAD terutama. kami sebagai wajib pajak merasa punya 

kewajiaban membayar pajak karena ada peraturan yang mengatur 

mengenai kewajiban kami dalam membayar pajak. Adanya peraturan 

tersebut secara tidak langsung sebagai bentuk pengawasan dan kontrol 

dari pemerintah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah seperti 
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pajak. Dan kami sebagai masyarakat Luwu Timur sudah scharusnya 

mentaati peraturan tersebut karena ada sanksi yang tegas jika kami tidak 

mentaati peraturan tersebut." (Pihak Swasta/wajib Pajak, 23 Agustus 

2022). 

e. Penerimaan PAD yang bersumber dari berbagai pajak dan retribusi di 

Luwu Timur ini dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang 

maksimal karena adanya dukungan dari pihak pemerintah, seperti Sarana 

dan Prasarana yang belum memadai tentu hal ini yang paling sering 

dikeluhkan oleh masyarakat pada umumnya serta dilaksanakan dengan 

petugas yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kami yakin 

dengan adanya dukungan tersebut penerimaan PAD di Kabupaten Luwu 

Timur dapat meningkat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. 

Dan kami berharap pengelolaan PAD tersebut dapat terlaksana tepat 

sasaran dan dapat bermanfaat untuk kemajuan di Kabupaten Luwu 

Timur." (Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 23 Agustus 

2022). 

 

2. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN) 

Apa yang menjadi kendala-kendala pemerintah dalam upaya meningkatkan 

PAD? 

a. "Dalam melakukan penerimaan PAD ada beberpa hal yang dapat 

menghambat kegiatan tersebut. Kekurangan tenaga dilapangan yang 

melakukan kegiatan penagihan terutama terhadap para wajib 

pajak/retribusi yang telat. Selain itu belum adanya sangsi yang tegas 
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terhadap wajib pajak yang tidak mau dan telat membayar pajak/retribusi. 

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian terhadap para wajib 

pajak oleh pemerintah. Selain itu sistem pengelolaan yang kuarang baik 

dapat juga menjadi faktor kelemahan dalam melaksanaan pungutan 

PAD." (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu 

Timur, 22 Agustus 2022) 

b. "Kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan penerimaan PAD dar 

beberapa sektor yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara umum terkait 

dengan kurangnya kemampuan yang petugas dilapangan dalam 

melaksanaakan kegiatan tersebut.Masalah kepegawaiin tidak hanya 

kurangnya tenaga profesional tetapi adanya pengaruh darikurangnya 

koordinasi dengan seksi/pegawai dengan instansi terkait. Selain itu, 

Ketidkmampuan tersebut juga disebabkan adanya rotaasi pegawai yang 

terlalu cepat (Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 

c. "Kelemahan yang dililiki pemerintah terhadap pelaksanaan penerimaan 

PAD antara lain keterbatasan data mengenai potensi masing-masing 

daerah yang memngkinkan untuk menambah pajak daerah. Selain itu 

minimnya perhatian dari pemerintah terhadap wajib pajak memungkinkan 

adanya keterlambatan pembayaran pajak. Kurangnya tenaga professional 

dalam melakukan pemungutan pembayaran dan terdapatnya kolusi dalam 

penetapan besaran pungutan yang harus dibayar"( Anggota DPRD 

Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 
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d. "Dalam peningkatan PAD Kami merasa kurang diperhatikan sehingga 

dalam membayar pajak kami selalu tidak respek dalam pembayaran pajak 

dan retribusi. Selain itu sistem pengelolaan keuangan yang kuarng baik 

dapat menghampat jumlah penerimaan PAD. Dan juga belum adanya 

sanksi yang tegas dalam setiap keterlambatan pembayaran kuitansi. 

(Pihak Swasta/wajib Pajak, 23 Agustus 2022) 

e. "Kegiatan pemungutan PAD dari hasil pajak dan retribusi mengalami 

beberapa kendala seperti kurangnya tenaga operasional di lapangan dan 

adanya permainan dalam penetapan jumlah pajak atau retribusi yang 

harus tindak lanjuti agar tidak terjadi lagi ( Masyarakat Umum di 

kabupaten Luwu Timur, 23 Agustus 2022) 

3. ANALISA OPPORTUNITY (PELUANG) 

Potensi-potensi apa yang dapat diangkat dalam usaha peningkatan penerimaan 

PAD? 

a. “Di Kabupaten Luwu Timur banyak peluang yang dimiliki yang muncul 

dengan sedirinya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha 

penerimaan PAD. Peluang tersebut antara lain Kabupaten Luwu Timur 

merupakan dearah yang sangat strategis sehingga bisa dikembangkan 

untuk usaha-usaha yang dapat melahirkan wajib pajak-wajib pajak baru 

yang dapat menambah penerimaan PAD kondisi tersebut didukung 

dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Selain itu 

Kabupaten Luwu Timur masih memiliki objek pajak yang belum tergali 

dan yang terpenting bahwa ada rencana pemekaran menjadi propinsi baru 

yang secara tidak langsung berdampak perbaikan dan penambahan sarana 



101 
 

 

dan prasarana." (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 

b. “Peluang dalam penerimaan PAD dapat kita lihat dari kualitas pegawai 

yang melakukan penagihan dan pengelolaan penerimaan PAD. 

Banyaknya kesempatan diklat dan pelatihan dalam rangka peningkatan 

kualitas pegawai sangat membantu meningkatkan penerimaan PAD. 

Ditunjang dengna adanya kemajuan tenologi informasi yang semakin 

maju menambah kemudahan dalam penerimaan PAD." (Pegawai Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 

c. "Ada beberpa peluang yang ada di lapangan yang dapat dimanfaatkan 

pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Peluang tersebut 

antara lain letak kabupaten Luwu Timur yang strategis yang berada pada 

jalur transportasi propinsi yang memungkinkan munculnya objek pajak 

baru seiring dengan pertumbuhan kota Luwu Timur dan didukung dengan 

adanya rencana pemekaran mejadi propinsi. Selain itu dukungan sarana 

dan prasaran yang semakin membaik membantu meningkatkan usaha 

dalam penerimaan PAD (Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Luwu 

Timur, 22 Agustus 2022) 

d. "Bagi Rami peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam usaha 

meningkatkan peneimaan PAD adalah adanya dukungan sarana dan 

prasarana yang semakin membaik dan teknologi informasi yang selalu 

update. Peluang tersebut secara tidak langsung sangt membantu kami 

melakukan kegiatan kami sehingga kesadaran kami dalam membayar 
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pajak semakin tinggi. Karena pajak yang kami bayarkan dimanfaatkan 

untuk membangun kota Luwu Timur untuk kemajuan di segala bidang 

termasuk terkait dengan bidang kami." (Pihak Swasta/wajib Pajak, 22 

Agustus 2022) 

e. "Ada banyak peluang yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur dalam usaha 

meningkatkan PAD. Peluang tersebut antara lain kondisi daerah yang 

strategis memungkinkan munculnya objek pajak baru, adanya dukungan 

dari sarana dan prasarana yang baik serta teknologi informasi membantu 

kemudahan dalam melakukan kegiatan yang adakaitannya dengan wajib 

pajak dan yang terakhir adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar 

pajak sangat tinggi..(Masyarakat Umum di kabupaten Luwu Timur, 22 

Agustus 2022) 

4. ANALISA THREAT (ANCAMAN) 

Ancaman apa yang dihadapi di lapangan terkait dengan penerimaan PAD? 

 

a. "Dalam hal ancaman yang bisa mempengaruhi penerimaan PAD, kita 

dapat melihat pusat permasalahan yang beragam bukan hanya terkait 

dengan wajib pajak yang bermasalah dengan kewajibannya membayar 

pajak tetapi juga bersumber dari kondisi ketidakstabilan yang ada di 

Kabupaten Luwu Timur seperti kondisi keamanan, politik, ekonomi, 

sosial dan budaya. Sedangkan ancaman dari wajib pajak itu senditi antara 

lain adanya keberatan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar, adanya 

upaya untuk tidak membayar pajak karena menganggap pajaknya yang 

tinggi dan juga manajeman pengelolaan yang tidak baik sehingga tidak 



103 
 

 

sanggup membayar pajak sesuai dengan yang harus dibayarkan." (Kepala 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 

2022) 

b. "Ancaman yang terjadi dalam penerimaam PAD di Kabupaten Luwu 

Timur bersumber dari berbagai masalah yang terjadi di lapangan. 

Ancaman tersebut secara jelas akan dapat mempengaruhi penerimaan 

PAD di Kabupaten Luwu Timur. Ancaman tersebut antara lain seperti 

adanya upaya untuk menghindari pajak oleh wajib pajak dan adanya 

keberatan dengan umlah pajak yan' harus dibayar wajib pajak. banyak hal 

yang menyeabkan teriadinya Kejadian tersebut antara lain untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya oleh wajib pajak serta untuk 

menutup-nutupi usaha yang dilakkannya karena tidak ber ijin atau ilegal " 

(Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, 22 

Agustus 2022) 

c. "Ancaman dalam penerimaan PAD di Kabupaten Luwu Timur lahir dari 

ketidak percayaan wajib pajak terhadap pemerintah karena banyak kasus 

pajak yang dibayarkan mereka di korupsi oleh pihak tertentu. Sehingga 

menimbulkan keengganan wajib pajak membayar pajak karena takut uang 

yang dibayar tidak bermanfaat baik dan justru dikorupsi oleh pihak 

tertentu. Ancaman dalam penerimaan PAD juga disebabkan oleh ketidak 

stabilan kondisi  politik, ekonomi dan keamanan yang berdampak 

terhadap keberlangsungan usaha para wajib pajak sehingga mereka akan 

merasa berat untuk melaksnakan kewajiban mereka dalam membayar 
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pajak.(Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 

d. "Sebagai wajib pajak alasan kami untuk tidak membayar pajak biasanya 

karena ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah seiirng dengan 

menculnya berita akhir-akhir ini mengenai penyelewengan pajak yang 

dilakukan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari hasil pajak 

yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain itu kondisi usaha kami yang 

selalu tidak stabil juga menjadikan kami agak sedikit berat dalam 

membayar pajak karena kami juga tidak dapat merasakan langsung 

manfaat dari pajak yang kami bayarkan. Kami sangat berharap kepada 

pemerintah agar pengelolaan masalah pjak mendapatkan perhatian yang 

serius dem Rebaikan bersama dan tentunya juga akan berpengaruh 

terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak. karena sektor pajak ini 

menyumbang keuangaan daerah lumayan besar." (Pihak Swasta/wajib 

Pajak, 22 Agustus 2022) 

e. "Permasalahan yang menjadi ancaman dalam usaha pemerintah untuk 

melakukan penerimaan PAD antata laid/ karena adanya kecenderungan 

wajib pajak untuk menghindari membayarpajak dengan berbagai alasan 

kemudaian adanya ketidak peroayaan terhadap pemerintah terkait dengan 

kasus-KN di pajak schingga membuat orang malas untuk membayar pajak 

sebab takut uang yang dibayar tidak memberikan manfaat malah 

menguntungkan segelintir orang." (Masyarakat Umum di kabupaten 

Luwu Timur, 22 Agustus 2022) 
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5. ANALISA STATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAD 

Strategi apa yang diterapkan dalam usaha meningkatkan penerimaan PAD? 

 

a. Mengikutisertakan pegawai dalam pelaksanaan diklat dan pelatihan 

b. Menggali potensi kemungkinan adanya objek pajak/retribusi baru. 

c. Meningkatkan dukungan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung 

penerimaan PAD 

d. Melakukan Kerjasama lintas instansi dalam rangka membantu dan 

mengawasi penerimaan PAD 

e. Memanfaatkan kemajuan teknologi 

f. Meningkatkan pelayanan dan perhatian terhadap para wajib pajak 

g. Melaksanakan peraturan terkait dengan penerimaan PAD dengan tegas 

termasuk pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran. 

h. Mengkaji kekurangan dan memaksimalkan sistem pengelolaan keuangan 

daerah 

i. Menumbuhkan kepercayaan kepada wajib pajak dengan memperbaiki 

penggelolaan PAD. 

j. Menstabilan kondisi keamanan, politik dan ekonomi 

k. Menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan 

termasuk KKN 

 

 

 



106 
 

 

LAMPIRAN 2 PEDOMAN KUISIONER 

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI 

KABUPATEN LUWU TIMUR 

 
A. FAKTOR INTERNAL 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM yang bertugas untuk mengelola 

penerimaan PAD memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai 

dengan bidangnya. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah pembagian tugas untuk petugas 

pengelola PAD dapat membantu meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat perda yang mengatur 

penerimaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya sarana dan prasarana 

pendukung dapat membantu meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya keterlibatan dan kerjasama 
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dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD dapat membantu 

meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya dukungan anggaran operasional 

yang berupa pemberian insentif pada petugas pemunggut dapat 

membantu meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

7. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya pengawasan yang diberikan 

pemerintah terhadap pengeolaan PAD dapat membantu 

meningkatkan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

8. Menurut Bapak/Ibu apakah kekurangan tenaga operasional 

dalam penerimaan PAD dapat menghambat peningkatan 

penerimaan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah belum maksimal koordinasi antara seksi 

dan instansi terkait pemerintah dapat menghambat peningkatan 

penerimaan PAD. 

a. Sangat setuju 
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b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

10. Menurut Bapak/Ibu apakah belum mampu pemerintah dalam 

menetapkan sanksi dapat menghambat peningkatan penerimaan 

PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

11. Menurut Bapak/Ibu apakahk perhatian wajib pajak/retribusi 

dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

12. Menurut Bapak/Ibu apakah   keterbatasan data potensi

daerah dapat menghambat peningkatan penerimaan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

13. Menurut Bapak/Ibu apakah perputaran/perpindahan (turn over) 

pegawai pengelola PAD terlalu cepat dapat menghambat 

peningkatan penerimaan PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 
 

 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

14. Menurut Bapak/Ibu apakah sistim pengelolaan keuangan daerah 
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yang belum maksimal dapat menghambat peningkatan penerimaan 

PAD. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

 
 

B. FAKTOR EKSTERNAL 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah banyaknya kesempatan diklat pegawai 

pengelola penerimaan PAD dapat membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

2. Menurut Bapak/Ibu apakah lokasi yang strategis dapat

membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya moderenisasi sarana dan 

prasarana dapat membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

4. Menurut Bapak/Ibu   apakah  adanya kesadaran membayar 

pajak dari masyarakat dapat membantu meningkatkan PAD 

 

 

a. Sangat setuju 
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b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya objek pajak/retribusi yang 

belum tergali dapat membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya teknologi informasi yang makin 

maju dapat membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

7. Menurut Bapak/Ibu apakah pertambahan jumlah penduduk dapat 

membantu meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

8. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya krisis kepercayaan dapat 

menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya instabilitas keamanan dapat 

menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 
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c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

10. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya keberatan terhadap 

penetapan pajak/retribusi dapat menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

11. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya manajemen pengusaha yang 

kurang baik dapat menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

12. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya KKN dalam pengelolaan PAD 

dapat menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

13. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya wajb pajak/restribusi yang 

menghindar membayar pajak/retribusi dapat menghambat 

meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 

14. Menurut Bapak/Ibu apakah perkembangan politik dan ekonomi 

dapat menghambat meningkatkan PAD 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 
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c. Kurang setuju 

d. Tidak setuju 
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LAMPIRAN 3 

REKAPITULASI HASIL KUISIONER FAKTOR INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN LUWU 

TIMUR 

 

FAKTOR 

INTERNAL 
PERTANYAAN 

JAWABAN 
JUMLAH 

A B C D 

 

 

 

 

 

KEKUATAN 

1 SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD 

memiliki kemampuan dan kompetensi 
11 4 0 0 15 

2 Pembagian tugas untuk petugas pengelola PAD 10 4 1 0 15 

3 Terdapat perda yang mengatur penerimaan PAD 12 3 0 0 15 

4 Terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam 
penerimaan PAD 

9 5 1 0 15 

5 Adanya keterlibatan dan kerjasama dengan beberapa 
instansi dalam penerimaan PAD 

11 3 1 0 15 

6 Adanya dukungan anggaran operasional yang berupa 

pemberian insentif pada petugas pemunggut 

10 5 0 0 15 

7 Adanya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap 

pengeolaan PAD 

7 4 2 2 15 

 

 

 

KELEMAHAN 

1 Terdapat kekurangan tenaga operasional dalam penerimaan 
PAD 

12 2 1 0 15 

2 Belum maksimal koordinasi antara seksi dan instansi terkait 13 1 1 0 15 

3 Belum mampu menetapkan sanksi 11 2 2 0 15 

4 Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi 10 3 2 0 15 

5 Keterbatasan data potensi daerah 7 5 3 0 15 

6 Perputaran/perpindahan (turn over) pegawai terlalu cepat 10 3 2 0 15 

7 Sistim pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal 11 2 2 0 15 
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LAMPIRAN 4 

ANALISA INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN SINTANG 
 

 

NO PERTANYAAN BOBOT SKOR TOTAL 

A KEKUATAN    

1 SDM yang bertugas untuk mengelola penerimaan PAD memiliki kemampuan dan 
kompetensi 

0.08 3.5 0.28 

2 Pembagian tugas untuk petugas pengelola PAD 0.07 3 0.21 

3 Terdapat perda yang mengatur penerimaan PAD 0.08 3 0.24 

4 Terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan PAD 0.07 2 0.14 

5 Adanya keterlibatan dan Kerjasama dengan beberapa instansi dalam penerimaan PAD 0.08 3 0.24 

6 Adanya dukungan operasional anggaran operasional yang berupa pemberian insentif 
pada petugas pemungut. 

0.07 2 0.14 

7 Adanya pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap pengelolaan PAD 0.07 3 0.21 

 TOTALKEKUATAN 0,52  1,46 

     

B KELEMAHAN    

1 Terdapat kekurangan tenaga operasional dalam penerimaan PAD 0.07 3 0.21 

2 Belum maksimal koordinasi antara seksi dan instansi terkait 0.07 3 0.21 

3 Belum mampu menetapkan sanksi 0.07 2 0.14 

4 Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi 0.07 2 0.14 

5 Keterbatasan data potensi daerah 0.07 2 0.14 

6 Perputaran/perpindahan (turn over) pegawai terlalu cepat 0.06 2 0.12 

7 Sistem pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal 0.07 2 0.14 

 TOTAL KELEMAHAN 0,48  1,1 
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LAMPIRAN 5 

REKAPITULASI HASIL KUISIONER FAKTOR INTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN 

SINTANG 
 

 

FAKTOR EKSTERNAL PERTANYAAN 
JAWABAN 

JUMLAH 
A B C D 

 

 

 

 
PELUANG 

1 Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola 
penerimaan PAD 

11 4 0 0 15 

2 Berada pada daerah yang strategis  9 4 2 0 15 

3 Adanya modernasi sarana dan prasarana 9 3 1 2 15 

4 Adanya kesadaran membayar pajak/retribusi dari 
masyarakat 

11 2 1 1 15 

5 Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali 12 2 1 0 15 

6 Teknologi informasi yang semakin maju 10 3 1 1 15 

7 Perkembangan jumlah penduduk 8 4 2 1 15 

 

 

 
 

ANCAMAN 

1 Krisis kepercayaan terhadap pemda 10 3 1 1 15 

2 Instabilitas keamanan 7 4 3 1 15 

3 Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi 9 3 2 1 15 

4 Manajemen pengusaha yang tidak baik 5 6 3 1 15 

5 KKN yang cenderung makin kompleks 8 4 2 1 15 

6 Penghindaran pembayaran pajak 7 4 3 1 15 

7 Perkembangan politik dan ekonomi 9 3 1 2 15 
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LAMPIRAN 6 

ANALISA EKSTERNAL PENERIMAAN PAD DI KABUPATEN LUWU TIMUR 
NO PERTANYAAN BOBOT SKOR TOTAL 

A PELUANG    

1 Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerimaan PAD 0.07 2 0.14 

2 Berada pada daerah yang strategis 0.08 3 0.24 

3 Adanya modernisasi sarana dan prasarana 0.07 2 0.14 

4 Adanya kesadaran membayar pajak/retribusi dari masyarakat 0.08 3 0.24 

5 Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali 0.08 3 0.24 

6 Teknologi informasi yang makin maju 0.07 3 0.21 

7 Perkembangan jumlah penduduk 0.07 2 0.14 

 TOTALPELUANG 0,58  1.35 

     

B ANCAMAN    

1 Krisis kepercayaan terhadap Pemda 0.07 3 0.21 

2 Instabilitas keamanan 0.07 2 0.14 

3 Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi 0.07 2 0.14 

4 Manajemen pengusaha yang tidak baik 0.06 1 0.06 

5 KKN yang cenderung makin kompleks 0.07 2 0.14 

6 Penghindaran pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi 0.07 2 0.14 

7 Perkembangan politik dan ekonomi 0.07 2 0.14 

 TOTAL ANCAMAN 0,42  0.97 

 PELUANG - ANCAMAN   0.38 

 


